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BAB 111

SANK S HUKUM BAGI PELAKU TABRAK LARI

A. Segjarah UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
a) Sejarah kitab undang-undang hukum pidana di Indanes

Tidak dipungkiri hukum pidana di Indonesia merupakaoduk
dari barat. KUHP di Indonesia mempunyai nama agiitboek van
strafrech voor nederlandsch indi@V.v.S), merupakan titah raja atau
Koninklijk Besluit (K.B), pada 15 Oktober 1915. Titah raja tersebut
berlaku di Indonesia ketika penjajahan Belandainggla dengan titah raja
tersebut terjadi dualistis dalam sistem hukum dohesia.

Dualistis sistem yang terjadi mempunyai pengeriahwa bagi
orang Eropa berlaku satu sistem hukum Belanda,iyakah raja atau
Koninklijk Besluit(K.B), dan bagi orang bumi putra berlaku hukum pala
adat. Hukum yang berlaku bagi orang Eropa tersef®rupakan aturan
yang berasaskan hukum Belanda kuno dan hukum Ronkamiudian
hukum yang berlaku bagi orang bumi putra sendirrupakan hukum
yang tertulis dan tidak tertulis, namun sebagissab&dak tertulist

Pada 10 Februari tahun 1866 merupakan awal peragenal
kodifikasi kitab Undang-Undang Hukum Pidana yangrlabe di

Indonesia. Untuk bangsa Eropa menggundtanWetboek Van Srafrecht

I A. Zainal Abidin FaridHukum PidanalJakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 60-61



39

Voor Europeanenberlaku mulai 1 januari 1867. Kemudian dari penat
pemerintah (ordonansi) pada 6 Mei 1872 ditetapkda tget Wetboek Van
Strafrech Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestel@edonansi tersebut
merupakan aturan pidana yang diperuntukkan bagigobaimi putra, dan
mulai berlaku pada 1 januari 1873.

Het Wetboek Van Strafrech Voor Inlands en Daarmede
Gelijkgesteldemerupakan aturan yang telah disesuaikan denganaagam
dan lingkungan hidup bumi putra. Ada perbedaangeeai kedua aturan
tersebut, yakni mengenai sanksi. Jika orang buntrapmelakukan
perbuatan pidana sanksinya adalah kerja paksa),(reellangkan orang
Eropa hanya dikenakan hukuman penjara atau kurtfngan

Dualistik sistem yang terjadi akhirnya berakhir et
ditetapkannya&oninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandstbagai
hukum pidana di Hindia Belandalan berlaku pada 1 Januari 1918.
Koninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandsterupakan aturan
pidana khusus bagi daerah jajahan yang dibentu fdin 1913. Pada
mulanya dualistik hukum akan tetap dipertahankaakny dengan
membuat aturan bagi orang Belanda dan bumi putetk& kedua aturan
tersebut telah diselesaikan, ternyata menteri tigajahan ketika itu (Mr.
Indenburg) berpendapat lain, bahwa harus ada sguhskum pidana di

Hindia Belanda.

2 |bid, h. 62-61



40

Namun dari hasil kodifikasi tersebut tidak sama gden apa
yang berlaku di negara asalnya, karena terdapagepaaian menurut
kebutuhan dan keadaan tertentu. Terdapat pasdlymsa dihapus guna
menyesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisflean tetapi azas-
azas dan dasar filsafatnya tetap sama, yakni desaniberal kapitalis.

Kodifikasi yang dilakukan Belanda ternyata sepemahtidak
didukung oleh orang-orang Belanda sendiri, sep&ti Vollenhoven. la
berpendapat bahwa jika kodifikasi secara sepihikwakan maka tatanan
masyarakat adat akan hancur. Karena tidak benatbgréan hukum
Belanda kepada orang bumi putra akan memperkaysgean pribumi.
Belanda hanya memberi ruang kepada hukum adatketisyarakat adat
benar-benar membutuhkannya. Selama ini masyarakattelah terbiasa
hidup dengan hukum apa adanya, baik tertulis atatigak tertulis’

Terdapat persamaan sejarah berlakunya hukum pidina
Belanda dan Indonesia, yakni sama-sama datandudaratau hasil dari
kolonialisme. Berawal ketika Prancis menjajah Bdéapada Tahun 1811,
dengan membawaode penal(kodifikasi hukum pidana) yang dibuat
tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi pengRasia tahun 1813
Prancis meninggalkan negeri jajahannya, namun Balamasih

mempertahankanode penaNapoleon tersebut sampai tahun 1886. Pada

% sudartoHukum Pidana,lh. 15

4 Soetandyo Wignjosoebrot®ari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, dinamika
sosial politik dalam perkembangan hukum di Indoeaekikarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1994,
h. 126-127
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tahun 1886 mulai diberlakukametboek strfrechsebagai penggantiode
penalNapoleon.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana berasal da
Belanda, maka terjadi ketimpangan dalam aplikasitigak memenuhi
aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, sepenty yaling krusial
adalah bahasa. Setelah proklamasi kemerdekaargi sb=ugan pasal Il
aturan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa tetapgakemya
Koninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandshdie kemudian
dilahirkannya UU No. 1 tahun 1946, sebagai wahamy@suaian terhadap
situasi dan kondisi masyarakat setempat. Dari Ugderdang tersebut
maka namaNetboek Van Srtafrech Voor Nederlandsh Irdhpat disebut
dalam bahasa Indonesia, yakni Kitab Undang-undarigiin Pidana.

b) Sejarah UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintasatagkutan jalan.

Tidak hanya KUHP, undang-undang mengenai lalu dirgan
berasal dari Belanda. Berawal dari revolusi indysaida abad 19 yang
mempengaruhi kondisi automotif dunia. Perusahaag parkembang saat
itu adalah Benz pada tahun 1986, perusahaan ténsefsupakan pelopor
dalam pembuatan mobil dan motor. Oleh pemerintahdidi Belanda,
mobil dan motor tersebut dibawa ke Indonesia. Kardeanyaknya mobil
dan motor ketika itu, oleh pemerintah Hindia Bekrnahenilai perlu
adanya peraturan yang mengatur guna menertibkar dabmotor yang

ada. Saat itu mulailah aktivitas lalu lintas didnésia

5 Tatang Sugandi, et &lademikum Polisi Lalu Linta®©p. Cit, h. 1
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Pada 11 November 1899 ditetapkanlah peraturan manggu
lintas, dan dinyatakan berlaku pada 1 Januari 1B@@tuk peraturan ini
adalah peraturan pemerintabedlemer), yang disebutReglement op
Gebruik Van Automobiler(Statblaad 1899 No. 301)Sepuluh tahun
kemudian pada tahun 1910 dikeluarkan lagi peraturaengenai
kendaraanMotor Reglement (Statblaad 1910 No..?®engan demikian
peraturan mengenai lalu lintas telah ada sejalajsmgn.

Begitu pula mengenai polisi lalu lintas, organ Kegian tersebut
telah ada lebih awal sejak zaman VOC. Namun banperiigas
susunannya pada masa pemerintahan gubernur jertardgbrd Rafles,
pada masa pendudukan Inggris. Polisi lalu lintasdise ada untuk
mengimbangi perkembangan lalu lintas yang terusimgkat, sehingga
perlu diadakan spesifikasi tugas polisi, dalamimighdalah di bidang lalu
lintas.

Lahirnya UU No. 22 Tahun 2009 merupakan langkahunatj
bidang transportasi dan angkutan jalan. Sebelumddiuigkannya undang-
undang tersebut, Indonesia telah memiliki UU No.Ta#hun 1992 tentang
lalu lintas. Namun seiring dengan zaman yang disaata tuntutan untuk
menyesuaikan peraturan dengan kondisi yang adagdbememikian
lahirnya UU No,. 22 Tahun 2009 tersebut tidak legas situasi dan

kondisi transportasi yang ada.

% Ibid.
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Begitu pula pasal 312 tentang tabrak lari. Telajelakan
dalam bab sebelumnya bahwa tabrak lari juga messpaberistiva
kecelakaan lalu lintas. Tindakan tidak bermoradebut telah meresahkan
masyarakat terutama pengguna jalan lain, yakni alengeninggalkan
korban yang seharusnya mendapatkan pertolongaimggehurgensi pasal
tersebut sama dengan pasal-pasal lain yang ada ddlaNo. 22 Tahun
2009, yakni sebagai permasalahan sosial dalamdpidanlintas.

Peristiwa tabrak lari merupakan jenis pelanggamm,bkarena
tidak dapat lepas dari perkembangan kendaraan barnyang ada.
Sehingga kecil kemungkinan kecelakaan tersebudiegada abad-abad
19, mengingat kendaraan bermotor ketika itu tidakasyak sekarang.
Peradaban sekarang merupakan peradaban modernigakglapat lepas
dari kendaraan bermotor, maka seorang pengguna $alagat mungkin

terlibat dalam kecelakaan tersebut.

B. Sanks Hukum Bagi Pelaku Tabrak Lari Menurut UU No. 22 Tahun
2009
Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa negaralike
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hig&ohtstaa),® sebagai
negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung itinglg asasi manusia,

dan tidak membeda-bedakan seseorang di depan hidakam positif telah

” Andrew R. Cecil,et. al., Traffic Law Enforcement,Terj. Hega Angayomi,
Penegakan Hukum Lalu Lintas, panduan bagi paraspalan pengendaraBandung: Nuansa,
2011, h. 99

8 Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamatsti€osi RI, Undang-undang
Dasar 19450p. cit, h. 5
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mengatur perlindungan hak tersebut, yakni denganerapkan sanksi atau
ketentuan pidana.

Bagian penting dari pemidanaan adalah penetapagsisaanksi
sangat dibutuhkan untuk menegakkan norma. Sankamdhukum pidana
merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum yala tditentukan
undang-undang, dimulai dari penahanan tersangkgeéaunntutan terdakwa
sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Penetsguaiksi begitu penting
dan strategis, sehingga dibutuhkan fondasi yandg #akam perumusannya.
Fondasi tersebut tidak lain adalah pemahaman tephade-ide dasar
mengenai filsafat pemidanaan, teori pemidanaariujaan pemidanaah.

Sekilas mengenai undang-undang lalu lintas dan wagkjalan
yang dulu UU No. 14 tahun 1992, telah mengalammpasealahan dalam
aplikasinya. Permasalahan tersebut tidak lain adalengenai sanksi, yakni
pidana denda yang dikenakan dinilai terlalu ting@iehingga dalam
pelaksanaannya terhambat selama satu tahun. desdpmya persoalan
tersebut dapat menjadi wawasan bahwa sanksi dehag ditakuti’® Tidak
berbeda dengan undang-undang lalu lintas sekarang jyiga menerapkan
sanksi denda yang berat bagi pelanggarnya, khususagi pelaku tabrak
lari.

Hukum pidana adalah hukum sanksi, karena dengannpeu pada

sanksi tersebut hukum pidana difungsikan untuk emain keamanan,

® SholehudinSistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, ide dasar dowhek system &

implementasinyalakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. Ke-2, 200423

131

10 M. Hamdan,Politik Hukum PidanaJakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, h.
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ketertiban dan keadildh.Sebagai salah satu jemisnishmenthukum pidana
juga memuat sanksi denda. Sanksi tersebut bukayahartuk tujuan-tujuan
ekonomis, misal sebagai pemasukan kas negara, nketaiberhubungan
dengan tujuan-tujuan pemidanagodls of punishment Tujuan pemidanaan
sendiri erat kaitannya dengan falsafah pemidanaag gianut suatu bangsa,
yang tercermin dalam produk undang-undang yangsititaa

Sanksi dalam hukum nasional muncul dari dua bentakg
berbeda, yakni sebagai hukuman dan eksekusi'Siplukuman diartikan
sebagai pencabutan hak secara paksaan atas slaatuSeperti, hukuman
mati yang dipaksakan adalah nyawa, hukuman potamgah yang
dipaksakan adalah anggota badan, hukuman penjata katrungan yang
dipaksakan adalah kebebasan individu.

Sedangkan eksekusi sipil juga merupakan sejenisapaknamun
lebih menekankan pada pembenahan kesalahan. Tdarareksekusi sipil
sendiri adalah mengembalikan kepada situasi semyalag sesuai dengan
ketentuan-ketentuan hukum. Jika situasi tersedaktdapat kembali, maka
situasi lain dapat menjadi penggantififa.

Sanksi hukum bagi pelaku tabrak lari banyak meryjalla pasal
312 UU No. 22 Tahun 2009, adalah pidana penjariagpéma 3 tahun atau
denda paling banyak Rp. 75.000.000, (tujuh pulunalijuta rupiah).

Ketentuan tersebut berbeda dengan UU No. 14 TaB@8 gakni mengenai

" bid.
21bid., h. 132-133
¥ Hans KelsenPure teory of lay Terj. Raisul Muttagien,Teori Hukum Murni
(da&‘,ar-dasa}‘r1 ilmu hukum normatiBandung: Nusa Media, cet. VI, 2008, h. 124
Ibid.
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pidana penjaranya ataupun sanksinya, yang memuatupen yang lebih
rinci, dan spesifik> Contoh, regulasi mengenai menyalakan lampu pada
siang hari. Berawal dari jumlah kendaraan yang &emraeningkat, ternyata
berbanding Iurus dengan jumlah kecelakaan yang ddemudian
memunculkan regulasi supaya pengendara motor nmekayallampu pada
siang hari seperti yang ada dalam pasal 107 ayatn@ang-undang NO. 22
Tahun 2009 yang berbunyi, “ pengemudi sepeda medtain mematuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waibyalakan lampu
utama pada siang hari®,supaya peristiwa kecelakaan khususnya tabrak lari
berkurang. Kemudian dalam pasal 293 ayat (2) marikab sanksi denda
bagi pelakunya, yakni dikenakan denda paling baR@k100.000,00’

UU lalu lintas yang baru ini juga memaparkan ketentpidana
dan denda yang jumlahnya lebih besar jika dibar@ingdengan UU lalu
lintas tahun 1992, hal tersebut terjadi karena nilata uang rupiah sekarang
sudah berbeda dengan tahun 1992 silam. Sepertithate mengenai tabrak
lari yang disinggung dalam UU yang lama pasal 63NtJ 14 Tahun 1992,
diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (erdmd@n dan sanksi
denda setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enamiupiah) berikut,

Barang siapa terlibat peristiva kecelakaan laltatinpada waktu

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidakghentikan
kendaraannya, tidak menolong korban, dan tidak moekan

kecelakaan tersebut kepada polisi negara repubtibriesia terdekat,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) digideangan pidana

5 Marye Agung kusmagBelamat Berkendara Di Jalan Rayap. cit, h. 12-13
6 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jatgm cit, h. 79
ibid, h. 175
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kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dendagggittingginya Rp.
6.000.000,- (enam juta rupialf).

Jika dibandingkan dengan UU lalu lintas sekarangai& jauh, yakni pidana
penjara paling lama 3 tahun dan denda paling bammk75.000.000.00,
(tujuh puluh lima juta rupiah).

Di UU lalu lintas yang baru ini tidak hanya peladau pengendara
yang terkena sanksi, tetapi penyedia jalan dan petale pun juga dapat
terkena sanksi. Hal ini ada karena setiap kecetalidak hanya dipengaruhi
oleh faktor dari dalam, atau kesalahan pengendatapi juga terdapat faktor
dari luar, Seperti dalam pasal 273 ayat 1, jikaypdia jalan tidak segera
memperbaiki jalan yang rusak sehingga mengakibattegelakaan, bisa
diancam kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksitpal2 juta.
Kemudian jika korban meninggal dunia, di ancamangde denda paling
banyak Rp 120 juta. Seperti kasus yang dialami &op8opian, yang
mengalami kecelakaan dijalan raya Jawa Tiffur.

(1) “ setiap penyelenggara jalan yang tidak dersgyera dan patut
memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkarelkkaan lalu
lintas sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) ggdimenimbulkan
korban luka ringan dan/ atau kerusakan kendaraah atau barang
dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) batiam denda paling
banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

(2) “ dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pgda (1)
mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengaangi penjara

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling baR@k24.000.000,00
(dua puluh empat juta rupiah)”.

18 C.S.T. Kansil, et alTindak Pidana Dalam Undang-undang Nasigrab. cit., h.
177
http://nasional.kompas.com/read/2008/05/17/152780%Gologi.Kecelakaan.Soph

an.Sophiaan
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(3) “dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada (1)
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelakpiddna dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dgrading banyak Rp.
120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupigh)”.

Namun apa yang dialami Sophan Sopian sebelum UU 240.

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalandhngkan. Sehingga
pasal di atas belum dapat dilaksanakan, karenapatdaturan tersendiri
yakni asas legalitas.

Berkaitan dengan sanksi mengenai tabrak lari, degdag
dikenakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan uméin penjaranya.
Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkarkssadenda lebih
diunggulkan dibanding dengan pidana penjapgrtama kemampuan
finansial masyarakat meningkat. Hal tersebut dikakt dengan daya beli
masyarakat terhadap kendaraan bermétedug berkembangnya delik-delik
khusus, seperti White collar Crime” dan ‘profesional Crime”. Ketiga,
semakin tidak disukainya pidana penjara, terutaaga tindak pidana tertentu
seperti ekonomi dan narkotika. Kemudian tidak désa pidana penjara ini
juga berkaitan dengan efisiensi, jika seseorangy yadipenjara semakin
banyak maka pengeluaran negara lebih banyalépula.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bagairetekdivitas

pidana terhadap efek jera atau tujuan pemidaan gaingbulkan? Sehingga

dengan demikian pidana denda dapat menjadi obatkhier (ultimum

20 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jatgm cit, h. 164-165
21 M. HamdanpPolitik Hukum Pidanaop. cit, h. 138-139
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remidiun). Terdapat teori yang menyebutkan bahwa efek§\staatu pidana
denda tergantung pada tahap sebagai berikut:

a. Tahap penetapan pidana denda oleh pembuat undaaggin

b. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana denda etefagilan,

c. Tahap pelaksanaan pidana denda oleh aparat yangrzere’

Namun dari itu semua, penilaian masyarakat cukupengaruh.
Sehingga efektivitas yang ditimbulkan dapat dilidati respons masyarakat.
Jika pidana denda kurang memenuhi rasa keadilaa pid&na tidak berhasil
guna mencapai tujuan pemidanésanTeIah disebutkan di atas mengenai
faktor-faktor yang menyebabkan sanksi denda lebinghulkan dibanding
dengan pidana penjara, yang mana faktor-faktoeestsmerupakan kondisi

yang dialami masyarakat saat ini.

22 |pid, h. 135
2 |bid.



